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NOMOR : 262 TAHUN 2022
TENTANG

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PATI TAHUN 2022

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PATI,

bahwa dalam rangka mewujudkan
pelayanan publik sesuaj dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan
kKapastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan;
bahwa Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Pat
Nomor : 623 tahun 2020 tentang Penetapan Standar
Pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pati, perin’
dievaluasi dan diperbaharui secara berkaln
menyesuaikan perkembangan kebutuhan
publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman.
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu menetapkan
Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Pati tentang

Penetapan Standar Pelayanan pada DPRD Kabupaten
Pati;

penyelenggaraan

pelayanan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kebupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang




Menetapkan

KESATU

KEDUA

10,

11

12,

13,

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/
Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Kabupaten/ Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pati:

tentang

dan

. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pat’ Nomor 7 Thaun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

Peraturan Bupati Pati Nomor 83 Thaun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat DPRI:;

Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN :

Standar Pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pati
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan inji.

Standar Pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pati
meliputi Ruang Lingkup Pelayanan :

O W NOoUh WN

Layanan Penerima Tamu;

Layanan Penyusunan Rencana Strategis OPD;

Layanan Penyusunan DPA OPD;

Layanan Penyusunan Rencana Kerja OPD;

Layanan Penerbitan SPM;

Layanan Penyusunan LAKIP;

Layanan Penyusunan LKPJ:;

Layanan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
Layanan Surat Masuk;



KETIGA

KEEMPAT

10. Layanan Surat Keluar;

11. Layanan Program Peningkatan Kapsitas Sumber Dayvit
Aparatur/ Pendidikan dan Pelatihan Teknis;

12. Layanan (Pengelole.an Kepegawaian) Kenaikan Pangkat:

13. Layanan (Pengelolaan Kepegawaian) Kenaikan Gaji
Berkala,

14. Layanan (Pengelolaan Kepegawaian) Pengusulan Pensiun
(BUP, Janda/ Duda);

15. Layanan Risalah Paripurna DPRD;

16. Layanan Reses Anggota DPRD Kabupaten Pati,

17. Layanan Informasi Publik;

18. Layanan Rapat Badan Musyawarah DPRD;

19. Layanan Fasilitasi Rapat Paripurna DPRD;

20. Layanan Fasilitasi Rapat Badan Anggaran DPRD; dan

21. Layanan Fasilitasi Rapat Badan Kehormatan DPRD.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum
KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana
dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh
pimpinan  penyelenggara, aparat pengawasarn dan
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

Pada saat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten ini
berlaku, maka Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Pati
Nomor : 623 tahun 2020 tentang Penetapan Standar
Pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Pati
pada tanggal : 01 April 2022

N PATI
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LAMPIRAN -

Keputusan sekretaris DPRD Kabupaten
Pati

Nomor © 262 Tahun 2022

Tanggal 01 April 2022

1. STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN TAMU
Komponen Standar Pelayanar
pelayanan (service delivery).

ROMPONEN SEVICE DELIVERY

1 l] Persyaratan T ET__EEQEERW&E Ketua DPRP)”
|
| |

i Sekretaris DPRD kab., Pati untuls
f I" permintaan audiensi atau  kunjungan
| tamu dari luar daerah

r ’b. Hasil Rapat Badan Musyawarah DpR|)

terkait dengan Proses penyampaian

atal

: yang  berupa jadwal pelaksanaan
kegiatan di DPRD selama | bulan.
e Smihs?é_rffrﬁ'l_te—f{éﬁﬁiéﬁh{éj Fun |t solama | b ‘
prosedur f a. Surat masuk dari calon tamu /|

audiens diterima dj subbag TU dan
dinaikan ke Pimpinan DpRp, dan |
didisposisi; :
b. Sekretaiat DPRp menindaklanjuti |
dengan berkoordinasi cengan pihak;
terkait dan kepada calon tamy /|
audiens bahwa permohonan disetujui |
dan dijadwalkan;
¢. Pelaksanaan pertemuan ‘
- Penerimaan tamu dj ruang yang |

tersedia oleh pihak vang
berkompeten; l

- Menerima SPPD dan
penandatanganan SPPD:
- Penyerahan SPPLY
d. penyusunan laporan kegiatan.

3 | Jangka waktu Sesuai kebutuhan, i
pelayanan ettt s |
4 Biaya / Tarif : "Eegiatan penerimaan tamu tidak dipungut;
biaya. o |
5 Produk pelayanan Laporan peneriamaan tamu

6 Penanganan pengaduan

- datang langsung ke kantor Sekretariat |
dan saran

DPRD Kab. Pati. |
- kotak pengaduan '
_-_email pada setwarikabpati agmail.com
in - ' - 14,15 WIB)
T Waktu pelayanan Senin - kamis (07.15 - 14.15
S Jum’at (07.15 - 11.15 WIB)
| Sabtu (07.15 - 12.45 WIRB) |




Komponen Standart pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan dj
internal organisasi (Manufacturing)

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY
1| Dasar Hukum 'a. Perbup 83 tahun 2019 tentan struktur

organisasi Sekretariat DPRkab. Pati

_ B ! b_. SOP Sekretariat DPRD Kab. 13__5;11_‘_.1"7 o
2 Sarana, prasarana dan | - Ruangan rapat kantor

/ fasilitas ' - Sound system set |
- Meja kursi J

/ -__Snack / Makan dan minum J
f—;s Kompetensi Pelaksana Staf Subbag Humas dan Protokol’ |
\

Sub bagian Rumah tangga
4 | Pengawasan Internal Atasan langsung : B aa
- kusubbag Humas dan Publkasi |
! - Kepala bagian umum
L _iekretaris DPRD i
. 1 orang Kasubbag Humas
L - S orang pelaksana / staf
6 | Jaminan Pelayanan T—Maklumat Pelayanan

; Pakta integritas
Motto kerja
Jaminan keémanar_igdgh "f'>'EF§.BET1'"}AE§TS&H’;&E’E&H'
keselamatan pelayanan | - Berpedoman ada SOP

8 Evaluasi kinerja ! Evaluasi secara berkale minimal 6 bulan
_pelaksana ' sekali

Jumlah Pelaksana

e S e |




2. STANDAR PELAYANAN
(RENSTRA) OPD

Komponen Standar Pel

pelayanan (service delivery).

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

ayanan terkait dengan proses penyampaian

e e

KOMPONEN SEVICE DELIVERY
Persyaratan

B O o T PO,
| a. Surat masuk Sekretaris Daerah / Kepala
J |

Bappeda terkait pényusunan Renstra |
OPD. f
Rancangan RPJMD Kabupaten Pati, '
Usulan dari masing - masing bagian.

Disposisi  surat masuk

kebagian program dan keuan
Mengkonsep
OPD; :
Rapat pembahasan rancangan Renstrg |
OPD oleh Pejabat struktural dengan |
Subbag Perencanaan. |

. Penyusunan dan penetapan  Renstra |
Perangkat Daerah, o |

Konsep Rancangan awal 1 minggu _‘
. Penyusunan dan penetapan Renstra | |
Minggu.

a. makan minum rapat,

, per.ggandaan sebesar + Rp. 5.000.
Produk pelayanan ‘Do

| Dokumen Renstra Sekretariat DP]
Penanganan pengaduan | datang langsung

dan saran kotak pengaduan

email pada setwankabpaticgmai Lcom

[ b.

c.

Sistem, mekanisme, dan |
prosedur

a. diterimakan |

gan;

| b, rancangan awal

|
Renstra |

C.

Jangka wakty
pelayanan

S

|

o
dan
|

Biaya / Tarif

ATK,
000,-

R

-

Waktu pelayanan enin - kamis (

S
J

07.15 - 14.15 WIB)

Komponen Standart pelayanan t

|
[
|
|
|

TERN S

um’at (07.15 - 11.15 WIB)
Sabtu (07.15 - 12,45 WIB)

erkait dengan proses pengelolaan pelayvanan i

internal organisasi (Manufacturing)

 KOMPONEN MANUFACT
‘——-—-—*T._._

I - Hul

' Dasar Hukum
i

/ fasilitas

URING DE:_i:IVERY

Sarana, prasarana dan |

a. Perbup 83 tahun 2019 ienfan sir
‘ organisasi Sekretariat DPRD kaly. 1
~b. SOP Sekretariat DPR

- Komputer dan ATK

Ruangan rapat kantor
Soundsystem set

Meja kursi

Snack / Makan dan minum )

ultur
10
D Kah, Pati

1

Kompetensi Pelaksana

| Memahami prosedur dan peraturan tentang

pe€rencanaan;

Pengawasan Internal

Atasan langsung :
- Kepala bagian program dan keuangan
- Sekretaris DPRD




5 [Jumlah Pelaksang T orang kasubbag T

2 orang pelaksana

Jaminan Pelayanan | Maklumat I Pelayanan

i
6

- Pakta integritas
! | Motto kerja

Jaminan keamanan dan ﬁegawal yang kompeten

keselamatan pelayanan

Evaluasi kinerja
pelaksana

6

Evaluasi untuk penyusunan perubahan |
anggaran tahun berjalan




3. STANDAR PELAYANAN PENYUSUNAN DPA OPD
Komponen Standar Pel

ayanan terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery).

KOMPONEN SEVICE DELIVERY T ey

1 Persyaratan ' a. Surat

masuk  Sekretaris Daerah i
(TAPD)/BPKAD terkait penyusunan RIA
dan DPA.

b. RENJA dan RKA. !

I 5. Joulan dari masing - masing bagian

Surat  masuk  diterimalkan |

Sistem, mekanisme, dan | a, 'Dimsposisi
prosedur ' kebagian program dan keuangan:

. b. Menyiapkan rancangan DPA berdasarkar |
RKA;

¢. Rapat pembahasan DPA oleh Pejabat |

|
|
| struktural dengan Subbag Perencanaan.

d. Penyusunan dan pengiriman rancangan
DPA ke BPKAD.,

- Konsep Rancangan awal 1 minggu
. Penyusunan dan penetapan DPA |
Minggu.

4 Biaya / Tarif ' makan - minum raﬁg't,_“_)i'llr‘“l_{:  dan

| pénggandaan sebesar + Rp. 5.000.00_0,-

3 Jangka waktu la
pelayanan |‘ b
1'

5 Produk pelayanan Dokumen DPA Sekretariat DPRD 7

6 Penanganan pengaduan | - datang langsung -

! dan saran - kotak pengaduan

I -_email pada setwankabgatig&.}‘)gmai].pom__ _____ B
- 7 [ Waktu pelayanan | Senin ~ kamis (07.15 - 14,15 WIB)

Jum’at (07.15 - 11,15 wiB)
. | S8btu (07.15 - 12.45 WiB) }

Komponen Standart pelayanan terkait d
internal organisasi (Manufacturing] e
KOMPONEN MAN UFACTURIN G DELIVERY

€ngan proses pengelolaan pelayanan i

1 [Dasar Hukum ' a. Permendagri

tent—a{ﬁg  tata cara

penyusunan APRD

' b. Perbup 83 tahun 2019 tentan struktur

. organisasi Sekretariat DPRD kab. Pati

b. SOP Sekretariat DPRD Kab. Pati o

2 Sarana, prasarana dan | - Komputer dan ATK

/ fasilitas | - Ruangan rapat kantor

. - Soundsystem set

- Meja kursi

- Snack / Makan dan minum N—

3 | Kompetensi Pelaksana Memahami proszdur dan peraturan tentang |
; perencanaan;

|
|
|
T
|
|

4 Pengawasan Internal Atasan langsung :

- Kepala bagian program dan keuangan
| - Sekretaris DPRD i




perencanaan;

Pengawasan Internal

Atasan langsung :

- Kepala bagian program dan keuangan

- Sekretaris DPRD

Jumlah Pelaksana

1 orang kasubbag
2 orang pelaksana

Jaminan Pelayanan

Maklumat Pelayanan
Pakta integritas
Motto kerja

Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan

Pegawai yang kompeten

Evaluasi kinerja
pelaksana |

Evaluasi untuk penyusunan

perubahan anggaran tahun berjalan




S. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SPM

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan

proses penyampaian
pelayanan (service delivery)

.

e

;‘ a. SPP,
b, Kontrak,

- ¢. Kuitansi Prosedur Penerbitan SPM ]
Sistem, mekanisme, dan | a Pejabat Fu
prosedur ‘ UP / QU J 70U, 18 dan Kontrak. |
b.Kepala Sub Bagian Perbendaharaan |
Memverifikasi Kelengkapan SPP Up / GU |
/ TU, LS dan Kontrak, Apabila masih ada ’
. kesalahan di kembalikan ke Jabatan |
Fungsional Umum :
l c. Jabatan Fungsional Umum Memasukkan !
ke Sistem Simda Keuangan. f
d. Jabatan Fungsional Umum Membuat
Surat Perintah Membayar (SPM) dan
Pengantar. ‘
' e. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan
Memeriksa dan Memparaf SPM,
f. PPK Memeriksa dan Memparaf SPM.
g. Sekretaris Dewan Menyetujui SPM.
' h.Jabatan Fungsional Umum Meregister

Persyaratan

|‘ SPM.
1. BPKAD Menvam aikan SPM.
3 [J angka waktu lW&%ﬁmumw
pelayanan | 20 Jam, 55 Menit
4 |Biaya/Tarlf o ———
5 Produk belayanan : Telﬁ‘E‘itnya SPM :—“ _ ":
6 Pénanganan pengaduan ' "?'-‘aﬂiﬁmﬁg lang_s;u_n"jg-u' o

dan saran ’ - kotak pengaduan

- _email pada setwankabpati@email.com o
/4 Waktu pelayanan Senin - kamis ( :

07.15-14.15 WIB)
Jum’at (07.15 - 11.15 WIB)

| Sabtu (07.15 ~ 12.45 WIB)

Komponen Standart pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di
internal organisasi (Manufacturing)

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY e IS,
[ 1 Dasar Hukum a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12
' Tahun 2019 tentang  Pengelolaan |

i
| ' Keuangan Daerah :
i b. Peraturan Kementerian Dalam Negeri

(Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020
| tentang Pedoman Teknis Pengelolaan _
E Keuangan Daerah
lc. Perbup 83 tahun 2019 tentan struktur |
| organisasi Sekretariat DPRD kalb. Pati
_d. SOP Sekretariat DPRD Kab. Pati




2 | Sarana, prasarana dan| - Komputer dan ATK : ’

/ fasilitas - Ruangan rapat kantor

Soundsystem set

- Meja kursi

- Snack / Makan dan minum el

3 | Kompetensi Pelaksana Memahami prosedur dan peraturan tentang
_ B | Penatausahaan Keuangan;

4 ﬂ_Pengawasan Internal - Atasan Iangsﬁng y

| - Kepala bagian program dan keuangan

r - Sekretaris DPRD |
‘ r'ﬁ)—fang kasubbag Akuntansi dan Pelaporan |
2 orang pelaksana
6 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
- Pakta integritas
Motto kerja

7 | Jaminan keamanan dan Pegawai yang kompeten
keselamatan pelayanan
8 Evaluasi kinerja

L pelaksana

5 Jumlah Pelaksana




6. STANDAR PELAYANAN PENYUSUNAN LAKIP

Komponen Standar Pelayan
pelayanan (service delivery).

an terkait dengan proses penyampaian

 KOMPONEN SEVICE DELIVERY

1 | Persyaratan
B

prosedur

—

2 | Sistem, mekanisme, dan | &

< DA e,

b. Surat Edaran Penyusunan LKjIP
' ¢. Prosedur Penyusunan LAKIP

Kepala Sub Bagian Akuntansi dan
Pelaporan Membuat Permohonan Bahan
Penyusunan LKjIP. :

Kepala Bagian Keuangan Menyampaikan |
Laporan  Kinerja Sebagai  Bahan |
Penyusunan LKjIP, -‘
Kepala Sub  Bagian Akuntans dan |
Pelaporan Menerima dan Mendisposisi '
Laporan Kinerja, i
Jabatan Fungsional Umum
Mengumpulkan Laporan Kinerja dan |
membuat draft awal LKjIP. ,
Jabatan Fungsional Umum Melaporkan '
kesiapan bahan pembahasan LKjIp, |
Kepala Sub Bagian Akuntansi dan
Pelaporan Meneliti draft awal LKjlP,

Apabila masih ada kesalahan  d;

kembalikan ke Jabatan Fungsional

Uittim,

Jabatan Fungsional Umum Menerbitkan

Surat Undangan Rapat Pembahasai
LKjIP, Apabila sudah sesuuj diteruskan
ke Sekretaris Dewan dan Kepala Bagian
Keuangan.

Sekretaris Dewan dan Kepala Bagian
Keuangan Menerima Undangan Rapat

Pembahasan LKjIP.

Kepala Sub Bagian Akuntansi dan

Pelaporan Melaksanakan rapat
pembahasan LKjIP Bapenda.
Jabatan Fungsional Umum

Menyempurnakan Draft akhir LKjIP.
Kepala Sub Bagian Akuntansi dan
Pelaporan Memeriksa Draft akhir LKjIP, |
Apabila masih ada kesalahan di
kembalikan ke Jabatan Fungs.onal |
Umum,

Sekretaris Dewan Memeriksa  dan
menandatangani draft akhir LIGIP, -
Apabila masih ada kesalahan ,di.
kembalikan ke Kepala Sub Bagian |
Akuntansi dan Pelaporan.

. Jabatan Fungsional Umum Mengarsip !

dar mengirimkan LKjIP

3 Jangka waktu

_| 14 Harl, 13 Jam, 23 Menit _




Komponen Standart pelayanan terkait den
internal organisasi (Manufacturing)

pelayanan | '!

7 TBlaya /7 Tai . : e s |
5 | Produk pelayanan Dokumen LAKIP |
6 Penanganan pengaduan ' - datang langsung “i
dan saran | - kotak pengaduan |

- __email pada setwankabpati@ mail.com |

7 | Waktu pelayanan Senin - kamis (07.15 - 14.15 WIB) |

Jum’at (07.15 - 11.15 WIB) |
. Sabtu(07.15 - 12.45 WIB) |

gan proses pengelolaan pelayanan di

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY D
1 Dasar Hukum | a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 |
! tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi !
! Pemerintah.
' b. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi
l Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang
| Pstunjuk  Teknis Perjanjian  Kineria, |
i - Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviy
. Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
| c. Perbup 83 tahun 2019 tentan struktur
~ organisasi Sekretariat DPRD kab. Pati.
l d. SOP Sekretariat DPRD Kab. Pati.
| 2 Sarana, prasarana dan - Komputer dan ATK -
| -/ fasilitas . - Ruangan rapat kantor
! | - Soundsystem set
E ' - Meja kursi
‘ ' oo 30ack / Makan dan minuimn i
3 Kompetensi Pelaks: na - Memahami prosedur dan peraturan tentang,
i ___Penatausahaan Keuangan;
4 | Pengawasan Internal ' Atasan langsung :
| . - Kepala bagian program dan keuangan
j - Sekretaris DPRD
5 |Jumlah Pelaksana 11 orang kasubbag Akuntansi dan Pelaporan
| 2 orang pelaksana
6 | Jaminan Pelayanan | Maklumat Pelayanan
Pakta integritas
Motto kerja
7 | Jaminan keamanan dan | Pegawai yang kompeten
keselamatan pelayanan I
8 | Evaluasi kinerja
pelaksana




7. STANDAR PELAYANAN PENYUSUNAN LKPJ

Komponen Standar Pelay

pelayanan (service delivery).

anan terkait dengan proses penyampaiari

KOMPONEN SEVICE DELIVERY ]
1 Persyaratan | a. DPA " S e
‘ | b. Surat Edaran Penyusunan LKPJ. S
2 | Sistem, mekanisme, dan ; a. Kepala Sub Bagian Akuntansi %d'aﬁm?
prosedur | Pelaporan Membuat permohonan bahan
| penyusunan LKPJ, !
! b. Kepala Bagian Keuangan Menyampaikan '
| bahan penyusunan LKPJ. .
c. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan !
Pelaporan Menerima dan mendisposisi |
bahan penyusunan LKPJ. |
d. Jabatan Fungsional Umum J
Mengumpulkan bahan dan membuat |
draft awal LKPJ. !
€. Jabatan Fungsional Umum Melaporkan !
kesiapan bahan pembahasan LKPJ,
f. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan
Pelaporan Meneliti dratf awal LKPJ. |
Apabila masih ada kesalahan i
j kembalikan ke Jabatan Fungsional
| Umum.
| g. Jabatan Fungsional Umum Menerbitkan |
Surat Undangan Rapat Pembahasan
| LKPJ, Apabila sudah sesuai di teruskan
ke Sekretaris Dewan dan Kepala Bagian
i Keuangan.
h. Sekretaris Dewan dan Kepala Bagian
Keuangan Menerima Undangan Rapat
Pembahasan LKPJ.
' 1. Kepala Sub Bagian Akuntansi dar
Pelaporan Melaksanakan rapat |
Pembahasan LKPJ Set DPRD. |
' j. Jabatan Fungsional Umum '
! Menyempurnakan draft awakl LKPJ .
| k. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan
Pelaporan Memeriksa draft akhir LKPJ, .
Apabila  masih  ada kesalahan di
kembalikan ke Jabatan Funpstonad
i : Umum,
; I Sekretaris Dewan Memeriksa draft akhir
' LKFJ, menandatangani draft akhir LK}
j Apabila masih ada kesalahan
f kembalikan ke Kepala Sub Bagian .
Akuntansi dan Pelaporan.
m. Jabatan Fungsional Umum Mengarsip
dan mengirimkan LKPJ o
S Jangka waktu 14 Hari, 13 Jam, 23 Menit
pelayanan
4 Biaya / Tarif % s |
5 | Produk pelayanan Dokumen LKPJ



6 | Penanganan pengaduan | - datang langsung T
| dan saran - - kotak pengaduan
~ . —__.~_email pada setwankabpatir'kz?.;mmii._g‘-g_ 1
7 | Waktu pelayanan + Senin - kamis (07.15 - 14.15 WIB)
“Jum’at (07.15-11.15 WIB)
.. . S2btu (07.15 - 12.45 WIB)

Komponen Standart pelayanan terkait den

internal organisasi (Manufacturing)

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY O
1 Dasar Hukum " Ta I

gan proses pengelolaan pelayanan i

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
| 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi
' Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

' b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18
. tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. :
‘c. Perbup 83 tahun 2019 tentan struktur
| organisasi Sekretariat DPRD kab. Pati. ‘

d. SOP Sekretariat DPRD Kab. Pati.

|

2 Sarana, prasarana dan ﬁ Komputer dan ATK
/ fasilitas - Ruangan rapat kantor
- Soundsystem set
- Meja kursi
1= Snack / Makan dan minum
8 Kompetensi Pelaksana | emahami prosedur dan peraturan tentang

L Penatausahaan Keuangan; =
4 | Pengawasan Internal | Atasan langsung :

- Kepala bagian program dan keuangan
- Sekretaris DPRD

5 Jumlah Pelaksana B ‘I 1 orang kasubbag Akuntansi dan P elaﬁéﬁ-{ﬁ |
2 orang pelaksana ]
6 | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan

Pakta integritas
Motto kerja

7 Jaminan keamanan dan Pegawai yang kompeten

keselamatan pelayanan
8 Evaluasi kinerja
pelaksana




KOMPONEN SEVICE DELIVERY

1 | Persyaratan {

a. DPA ) i
b. Surat Edaran Penyusunan Pe]aporanf

Keuangan Semesteran

2 Sistem, mekanisme, dan
| prosedur

|
|

|

el

b.

k.

Jabatan Fungsional Umum Menerima
dan mengagendakan serta
melampirkan lembar disposisi Suratr
Edaran Sekrataris Daerah  perihal
penyusunan pelaporan Keuangan
semesteran |

Sekretaris Dewan memaraf
disposisi surat edaran .
Kepala Bagian Keuangan dan Kepala
Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan
mendisposisi dan memaraf lembar
disposisi surat edaran |

lembar

. Jabatan Fungsional Umum

Menerbitkan Keputusan Sekretaris |
Dewan tentang Pembentukan Tim dan
Surat Undangan Rapat Koordinasi. !
Tim Menghimpun dan merekap data
realisasi pendapatan dan belanja.

Tim Memeriksa data realisasi dan
menghitung realisasi bulan januari
s/d bulan juni yang sudah terserap.
Kepala Sub Bagian Akuntansi dan
Pelaporan menyusun konsep laporan
semesteran.

- Jabatan Fungsional Umum Mengetik

konsep laporan semesterun.

Tim Memeriksa angka perhitungan
realisasi semesteran dengan 1ekap
realisasi bulan Januari s/d Juni,
Apabila masih ada kesalahan di |
kembalikan ke Jabatan Fungsional 5
Umum, ;
Kepala Bagian Keuangan dan Kepala
Sub Bagian Akuntarsi dan Pelaporan i
Memaraf konsep laporan semesteran, |
Sekretaris Dewan menandatangani |
konsep laporan semesteran !
Jabatan Fungsional Umum menerima, |
mengarsipkan dan mengirim laporan |
semesteran ke bidang akutansi |

3 | Jangka waktu
pelayanan

14 Hari, 13 Jam, 23 Menit

4 | Biaya / Tarif

wu

Produk pelayanan

Dokumen Laporan Keuangan semesteran

6 Penanganan pengaduan

- datang langsung




- —_— R T e R
: an saran - - kotak pengaduan

] o { - _email pada Setwankabpaticig mail.com 1
f 7 | Waktuy pelayanan ' Senin - kamis (07.15~ 14.15 WIB)
| |

. ‘Jum’at (07.15 - 11.15 WIB)
LL‘—____,____;_% [ Sabtu (07.15 - 12.45 WIB)

Komponeh Standary pelayanan terkait dengan
internal organisasi (Manufacturing)
KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY .. 0

1 | Dasar Hukum 'a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahum |

2005 tentang Pengelolaan Keuangan;
f LCaerah  (Lembaran Negara  Republik
' Indonesia Tahun 2095 Nomor 140

proses pengelolaan pelayanan dj

| Indonesia Nmor 4578;
' b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 teritang  Pedoman,
Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah heberapa ki
terakhir dengan Peraturan Mente Dalam
Negeri Nomor 21 Tehun 2011 tentang
| Perubahan Kedyg atas Perturam Menteri |
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000
. tentan Pedoman Pengelolaan Keuangmy
j Daerah

' | €. Perbup 83 tahun 2019 tentan struktup
|

| organisasi Sekretariat DPRD kab. Pati,
Sarana, prasarana i S0P Sekretariat DPRD Kab, Pati,
2 Sarana, prasarana dan | - Komputer dan ATK
/ fasilitas . - Ruangan rapat kantor
| - Soundsystem set
| - Meja kursi

~{-—.Snack / Makan dan Boum ]
e Kompetensi Pelaksana r Memahami prosedur dan peraturan tentang
Penatausahaan Keuangan; SRR
4 Pengawasan Internal Atasan langsung :
- Kepala bagian program dan keuangan
- Sekretaris DPRD B
5 Jumlah Pelaksana 1 orang kasubbag Akuntans; dan Pelaporan 1
2 orang pelaksana NS
6 |Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan ?
Pakta integritas '
_ Motto kerja o
! 7 _Jaminan keamanan dan_ ﬁ?égawai yang kompgrmi
L__ __| keselamatan pela anan | Ry - .
8 Evaluasi kinerja

elaksana L ,____L —
pelaksana T




9. STANDAR PELAYANAN SURAT MASUK
Komponen Standar Pe

layanan terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery),

 KOMPONEN SEVICE DELIVERY i i
| ] R Bt e i
o1 f Persyaratan | a. Surat dari pihak luar;

| | . b. Buku Agenda,
[ | ¢. Lembar Disposisi,
J! ‘ | d. Kartu Kendali,
| & ATK dan baran Cetakan

rima surat baik terktual |

2 | Sistem, mekasmgf—l. Petugas Pelaksana Menerimg
prosedur 1 maupun elektronik, memilah surat berdasar tujuan |
Jl surat, kepada Ketua DPRD atau Sekretaris DPRD, ;
! mencatat dalam buky agenda, kartu kendal; dan
’ menempel lembar disposisi, serta menyampaikan
’ ' pada Kasubbag TU. ‘
E 2, Kasubbag TU dan Kepegawaian Meneli(i dan '
’ l : memaraf surat dan menyampaikan pada Kaby g
| Uinum; |
l 3. Kabag Umum meneliti dan meberj paraf dan |
# menaikan pada Sekretaris DPRD:; |
4. Sekretaris DPRD meneliti dan memberi paraf jika |
surat ditujukan kepada Ketua DPRD, atau memberi :
| disposisi jika surat untuk Sekretaris DPRDD:
! 5. Petugas Pelaksana Menerima surat yang sudah ada
' disposisi Sekretaris DPRD dan menyvampaikan |
| kepada yang Bagian yang dituju;
| 6. Petugas Pelaksana Menerima surat yang sudah uda
| disposisi  Ketua  DPRD dan  menvampaikan
Sekretaris DPRD atay Uniy pelaksana vang ditugy
' | 7. Petugas Pelaksana mengarsip dan mendistribusikan
surat sesuai klasifikasinya,
3 |Jangka waktu ["1-2 hari sesuai jadwal kegiatan Ketua DPRD | :
pelayanan Sekretaris DPRD dalam memberi disposisi surat,
4 Biaya / Tarif - k:
S Produk pelayanan Tersampaikanya Disposisi  surat pada
pelaksana Pty
6 Penanganan pengaduan | - datang langsung
dan saran - kotak pengaduan . . |
- _email pada setwankabpatii mail.com
7 | Waktu pelayanan Senin - kamis (07.15 - 14.15 WIB)
Jum’at (07.15-11.15 WIB)
Sabtu (07.15 - 12.45 WIB)




Komponen Standart pelayanan terkait de
internal organisasi (Manufacturing}
LT{OMPONEN MANUFACTURING DELIVERY =

| 1 |Dasar Hukum [ a. Peraturan Kepala ArsTﬁNEiéinél'féé'pﬁb'li'l{'
| Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 Tentang

ngan proses pengelolaan pelayanan di

Pedoman Pengurusan Surat Dj

| Lingkungan Arsip Nasional Republik

' Indonesia

b, Peraturan Bupati Pati Nomor 132 Tahun

| 2018 Tentang Pola Klasifikasi Arsip Di

| Lingkungan Pemerintah Kabupaten Patj

| c. Perbup 83 tahun 2019 tentan struktur |
{ organisasi Sekretariat DPRD kab. Pati,

_d. SOP Sekretariat DPRD Kab. Pati

2 Sarana, prasarana dan | - Komputer dan ATK SRR
/ faSilitaS - Meja kursi
- Filing Kabinet

3 Kompetensi Pelaksana Memahami prosedur dan 'bét"étii'r'an ‘ten i-.énp, |
_ | Penatausahaan kearsipan; i Y

4 | Pengawasan Internal - Kepala Suba bagian TU dan kepegawaian

' - Kepala bagian Umum dan Perlengkapan

- Sekretaris DPRD

S5 | Jumlah Pelaksana [ 1 orang kasubbag TU dan kepegawaian
2 orang pelaksana N
6 | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan *

Pakta integritas
Motto kerja ‘
7 | Jaminan keamanan dan Pegawai yang kompeten

keselamatan pelayanan e
8 Evaluasi kinerja
pelaksana




10. STANDAR PELAYANAN SURAT KELUAR

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pe

nyvampaian
pelayanan (service delivery).

[I}OMPONEN SEVICE DELIVERY -

‘ b. Buku Agenda,
5 —tem—————______ | C KartuKendali,
| 2 Sistem, mekanisme, dan |, Petugas Pelaksana menerima konsep surat darr |

prosedur Bagian - Bagian.

[

Kasubbag TU dan Kepegawaian Meneliti konsep
surat;
- Apabila konsep surat terdapat kekeliruan maka

dikembalikan kepada pembuat untuk diperbaiki:

\
- Apabila dianggap sudah betul maka dapat
diparaf dan dimintakan tandatangan kepada

Ketua DPRD melalui Sekretaris DPRD  dan

| Kavag Umum;
| ' 3. Ketua DPRD Menandatangani konsep surat keluar
setelah diteliti dan dianggap sudah benar;

4. Sekretaris DPRD Menandatangani konsep sura
keluar setelah diteliti dan dianggap sudah benar jika
surat dimaksud untuk Sekretaris DPRD; }

5. Petugas Pelaksana menerima, memberikan nomor |
surat dan mencatat pada buku agenda,

6. Petugas Pelaksana memilah dan mencatat ekspedisi |

surat untuk didistribusikan ke Bagian;
i 7. Petugas Pelaksana mengarsip dan mendistribusikan |

J surat ke tujuan. 5

3 Jangka waktu ' 1-2 hari sesuai jadwal kegiatan Ketua 'ﬁ—llf;llilfj_'_;fm

pelayanan Sekretaris DPRD dalam menandatangani konsep

|
i
|
surat. i
|

4 | Biaya / Tarif -

S Produk pelayanan Tersampaikanya Disposisi surat pada
pelaksana |
6 Penanganan pengaduan | - datang langsung !
dan saran - kotak pengaduan

- _email pada setwanlabpati@email.com
7 | Waktu pelayanan Senin —- kamis (07.15 - 14.15 WIB)

| | Jutalet (07.15.- 11.15 WIB)
| | Sabtu (07.15 - 12.45 WIB)




Komponen Standart pelay

internal organisas;i (Man

KOMPONEN MANUFACT
1 Dasar Hukum

anan terkait dengan proses
ufacturing)

URING DELIVERY

pengelolaan pelayanan di

e e e st S

a. Peraturan Kepala Arsip Nasiona] Republik :
Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Pengurusan Surat D;

Lingkungan Arsip Nasional Republik

[Indonesia

Peraturan Bupati Pati Nornor 132

<018 Tentang Pola Klasifikasi Arsip Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pay

. Perbup 83 tahun 2019 tentan strulkrur

ahun

| b,
|
l

pelaksana

. ' organisasi Sekretariat DPRD kah. Pati.
L_ _d. SOP Sekretariat DPRD Kal, Pati.
| 2 |Sarens, presarann dan [ - Komputer dan ATk~ — -
/ fasilitas | - Meja kursi
Rompotens poini————+-- Liling Kabinet |
3 Kompetensi Pelaksana  Memahami prosedur dan peraturan tentang !
. Penatausahaan kearsipan; e
4 Pengawasan Internal | Kepala Suba bagian TU dan kepegawaian
;’ - Kepala bagian Umum dan Perlengkapan
- Sekretaris DPRD
S | Jumlah Pelaksana 1 orang kasubbag TU dan kepegawaian 7
2 orang pelaksana ) 1’
6 | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan A i ?
Pakta integritas 5
Motto kerja ‘r
7 | Jaminan keamanan dan | “@E'gawai yang kompeten i
keselamatan pelayanan O
8 Evaluasi kinerja




11.

STANDAR

PELATIHAN TEKNIS

Komponen Standar Pelavanan

PELAYANAN
KAPASITAS SUMBERDAYA

LAYANAN PROGRAM

APARATUR !

PENINGKATAN
PENDIDIKAN DAN

terkait dengan Proses  penvampaian
pelayanan (service delivery).
mmﬁéﬁ?_‘ EE
r“—l_hhpersyaratarl Ta. L
' b. Pgnjadyvglan. Banmus DPRD; i
C. Disposisi Pimpinan atas Penawaran dari |
‘ Penyelgnggara i
2 | Sistem, mekanisme, dan | | Sub  Bagian TU Membuat konsep Suraﬁ
p;‘osedur é penunjukan penyelenggaraan  kegiatan kepadag
f penyelenggara yang ditunjuk  dan n’m:nyiapkan7'i
' konsep surat -surat dan kelengkapan administras; |
: kegiatan;
4 2. Sekretaris DPRD Menyetujui dan menandatangani ‘
‘L konsep konsep Surat -suraf dan kelengkapan
| administrasi kegiatan;
| 3. Ketua DPRD Menerima dan  menyctujur dan
menandatangani konsep  Surat  -sural  dun
‘ kelengkapan administrasi kegiatan:
4 Subbag  TU Membuat, mengagenda dan |
| mendistribusikan surat undangan kegiatan Bintek ;
Peningkatan SDM:
5. Melaksanakan kegiatan Rintek Peningkatan SDHM
dan membuat konsep laporan kegiatan: |
6. Sekretaris DPRD menandatangani konsep laporan J
kegiatan. |
3 Jangka waktu Penunjukan penyelenggara minimal (H-15 1
pelayanan hari) sebelum kegiatan; ‘
- 2 hari penyiapan administrasi; |
- 4 hari kegiatan; ‘
- S Hari Penyusunan laporan. ]
4 Biaya / Tarif - Menyesuaikan Kontribusi gy |
] Produk pelayanan Terselenggarakanya kegiatan Peningkatan;
SDM PNS dan Anggota DPRD,
6 Penanganan pengaduan . - datang langsung
o Gazam 1} : Er(i;[aailii gzg;agizxignkal.)gatigcélgmail‘gghl_g__, |
¢

Waktu pelayanan

|

' Senin — kamis (07.15 - 14,15 WIB)
} Jum’at (07.15-11.15 WIB)
| Sabtu (07.15 - 12.45 WIB)




Komponen Standart pelayanan terkait den
internal organisasi (Manufacmr.i_ngkjr o o
KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY - |

P ety i e
1 Dasar Hukum a. Peraturan Kementerian Dalam Negeri

’I (Permendagri) Nomor 133 Tahun 2017,
|
!

gan proses pengelolaan pelavanan d;

|
|

Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota |
DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota ‘
beserta perubahanya. |

¢. Perbup 83 tahur. 2019 tentan struktur |
organisasi Sekretariat DPRD kab. Pati, ‘

d. SOP Sekretariat DPRD Kab. Pati. :

2 | Sarana, prasarana dap | Komputer dan ATK =
/ fasilitas - Meja kursi |
- Filing Kabinet B sl {‘
3 Kompetensi Pelaksana i

4 | Pengawasan Internal - Kepala Suba bagian TU dan kepegawaian |

- Kepala bagian Umum dan Perlengkapan
- Sekretaris DPRD

|
|
S | Jumlah Pelaksana 1 orang kasubbag TU dan kepegawaian j

S orang pelaksana
6 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan

Pakta integritas ’
Motto kerja : '
¥ 4 Jaminan keamanan dan Pegawai yang kompeten ‘
keselamatan pelayanan W :
8 Evaluasi kinerja Menyesuikan perubahan peraturan |
_pelaksana Lperundang-undangan yang berlaku




12. STANDAR PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery).

KOMPONEN SEVICE DELIVERY iy

R N

1 Persyaratan Berkas Kepegawaian; |

2 Sistem, mekanisme, dan | 1. Pelaksana subbag pada TU menerima “dan |
prosedur

memeriksa  berkas serta membuat @
pengantar / konsep nota pertimbangan
serta meneruskan ke Kasubbag TU:
2. Kasubbag TU Memeriksa /  meneliti
berkas dan meneruskan ke Kabag Umum
3. Kabag Umum memeriksa berkas untuk
diteruskan ke Sekwan.

4. Sekwan Memerikas dan menandatangani

berkas dan surat pengantar:;

5. Kasubbag / Pelaksana mada subbag TU |
| 1nenscan berkas dalam format vanq:

ditentukan BKPP, mengagenda memberi |

|
| homor surat keluar/pengantar.
|
\

6. Pertugas menyampaiakn berkas ke BKPP.

I =
3 Jangka waktu : - 4 hari penyiapan administrasi dan
pelayanan | penandatangan berkas;
4 | Biaya / Tarif =D ERRE
5 Produk pelayanan .’T Terlaksananya pengajuan kenaikan '
___pangkat PNS, e o i
6 | Penanganan pengaduan ’ - datang langsung |
dan saran | - kotak pengaduan

|- _ema‘l pada setwan kabpati@gmail.com
¥ Waktu pelayanan Senin - kamis (07.15 - 14.15 WIB)

‘Jumr’at (07.15-11.15 WIB)
) __\ Sabtu (07.15 - 12.45 WIB)

Komponen Standart pelayanan terka.t dengan proses pengelolaan pelayanan di
internal organisasi (Manufacturing)

KOMPONEN MANUFACTURING‘ DELIVERY 1
i Dasar Hukum
tentang ASN;

b. Peraturan Pemerintah no. 12 tahun
2002 tentang perubahan peratutan
pemerintah nomor 99 tahun 2000

tentang kenaikan pangkat pegawai
negeri sipil

a. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 ]
|
|
|
|




C. Peraturan Pemerintah No. 'i"i"r'.é{}'{u'h" A
, 2017 tentang Manajemen Pegawai
| Negeri Sipil

Sarana, prasarana dan| - Komvputer dan ATK
/ fasilitas .~ Meja kursi

- _Filing Kabinet o
3__ | Kompetensi Pelaksana mn

 Pengetahuan tentang aturan kep—egaiza_la_n_ :
4 | Pengawasan Internal | - Kepala Subbag

. bagian TH dan |
| kepegawaian
f - Kepala bagian Umum dan Perlengkapan
] - in_;_ Sekretaris DPRD el Lo
S | Jumlah Pelaksana [ orang kasubbag TU dan kepegawaian
1 orang pelaksana
6 Jmmﬁmmklumat Pelayanan =~~~

Pakta integritas

‘ .
S i Mottokea
aminan keamanan dan | Pegawai yang kompeten
r keselamatan pelayanan b gt
8 | Evaluasi kinerja Menyesuikan perubahan peraturan
1 | |pelaksana perundang-undangan yang berlaku




13. STANDAR PELAYANAN KENAIKAN GAJI BERKALA

Komponen Standar Pela

yanan terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery).

KOMPONEN SEVICE DELIVERY B

1 Persyaratan Berkas Kepegawaian; __ *_—
2 | Sistem, mekanisme, dan | 1. Pelaksana subbag pada TU menerima dan
prosedur

memeriksa berkas serta membuat

pengantar / konsep notu pertimbangan

serta meneruskan ke Kasubbag TU:

' 2. Kasubbag TU Memeriksa / menelit;

berkas dan meneruskan ke Kabag Umum
;' ‘3 Kabag Umum memeriksa berkas untuk
| | diteruskan ke Sekwan.

. 4. Sekwan Memerikas dan menandatangani
i berkas dan surat pengantar;

!5. Kasubbag / Pelaksana pada subbag TU
| menscan berkas dalam format yang
ditentukan BKPP, mengagenda memberi
nomor surat keluar/pengantar.

6. Pertugas menyampaiakn berkas ke BI\I’P
3 Jangka waktu | - )

4 hari penyiapan administrasi dan

pelayanan penandatangan berkas;
4 | Biaya / Tarif I - i
5 Produk pelayanan mtwmTerlaksananya pengajuan kenaikan gaii |

berkala PNS. N

6 Penanganan pengaduan | - datang langsung

dan saran - kotak pengaduan

| -_email pada setwankabpe tighgmail.com

7 Waktu pelayanan | Senin — kamis (07.15- 14,15 WIB)

Jum’at (07.15 - 11.15 WIB)
Sabtu (07.15 - 12.45 WIB)

Komponen Standart pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelavanan ch
internal organisasi (Manufact:unng)

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

| l Dasar Hukum a. Undang-undang No. 5 Tahun 2014
tentang ASN;

b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15
Tahun 2019

c. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai

- Megeri Sipil




i_TTSzrana,mr sarana danAi‘wN—-”‘Rb%rrTr;aE?Fm%“%“
| ’ / fasilitas - Meja kUI‘SiI
5 oo | - Filing Kabinet o
| 3 f Kompetensi Pelaksana i Pengetahuan tentang aturan kepegawaian
I 4 TPenga'\_Nasan Internal 'zkF'.—"-I;{'e_;—)-éTe‘fw__§GEBEEWMBégiém TU dan
| i ' kepegawaian
- Kepala bagian Umum dan Perlengkapan
- Sekretaris DPRD
S | Jumlah Pelaksaaa  §il orang kasubbag TU dan kepegawaian
1 orang pelaksana
6 | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan T R

Pakta integritas

| Motto kerja

T Jaminan keamanan dan Pegawai yang kompeten
keselamatan pelayanan

8 Evaluasi kinerja Menyesuikan perubahan _}:’)é'reitm"em '
L |pelaksana — . perundang-undangan yang berlakt




14. STANDAR PELAYANAN PENGUSULAN PENSIUN (BUP, JANDA/DUDA)

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses peny

ampaian
pelayanan (service delivery).

KOMPONEN SEVICE DELIVERY -
1 Persyaratan i Berkas Kepegawaian: _
2 | Sistem, mekanisme, dan ' 1. Pelaksana subbag pada TU menerima dan
; | prosedur . memeriksa  berkas serta  membuat
| i
l | pengantar / konsep nota pertimbangan
| serta meneruskan ke Kasubbag TU;
| ' 2. Kasubbag TU Memeriksa / mencliti
berkas dan meneruskan ke Kabag Umum
3. Kebag Umum memeriksa berkas untulk
diteruskan ke Sekwan.
4. Sekwan Memerikas dan menandatangani
berkas dan surat pengantar;
S. Kasubbag / Pelaksana pada subbag TU
- menscan berkas dalam format vyang
‘ | ditentukan BKPP, mengagenda memberi
nomor surat keluar/pengantar.
6. Pertugas menyampaiakn berkas ke BKPP,
3 ! Jangka waktu - 4 hari penyiapan administrasi dan |
pelayanan penandatangan berkas;
4 Biaya / Tarif e | BASE
3 Produk pelayanan - Terlaksananya pengusulan pension (BUP,
Janda/Duda) PNS. =
6 Penanganan pengaduan | - datang langsung
dan saran ' - kotak pengaduan
- _email pada setwankabpati@gmail.com
¥ Waktu pelayanan Senin - kamis (07.15 - 14,15 WIB)
Jum’at (07.15 - 11.15 WIB)
| Sabtu (07.15 - 12.45 WIB) o

Komponen Standart pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan i
internal organisasi (Manufacturing)

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY s

1 Dasar Hukum a. Undang-undang No. 5 Tahun 2014
- tentang ASN, |
b. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun .
2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil
‘ c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15
! Tahun 2019




2 Sarana, prasarana dan| - Komputer dan ATK
/ fasilitas - Meja kursi '
- Filing Kabinet

3 Kompetensi Pelaksana Pengetahuan tentang aturan kepegawaian
4 Pengawasan Internal - Kepala  Subbag bagian L dan
. kepegawaian
’ Kepala bagian Umum dan Perlengkapan
- Sekretaris DPRD
lorang kéS—uBBég_ﬁ“TJ dan kepegawaian
1 orang pelaksana
6 |Jaminan Pelayanar ' Maklumat Pelayanan
' Pakta integritas
- Motto kerja

7 Jaminan keamanan dan | Pegawai yang kompeten

keselamaian pelayanan N ol e _ (SR

8 Evaluasi kinerja Menyesuikan perubahan peraturan J
pelaksana perundang-undangan yang berlaku ;

|
|

-

5 [Jumlah Pelaksana




Komponen Standar Pelay
pelayanan (service delivery).

15. STANDAR PELAYANAN RISALAH PARIPURNA DPRD

anan terkait dengan proses penyampaian

KOMPONEN SEVICE DELIVERY

1 J Persyaratan Berkas notulen dan rekaman rapat; |
2 | Sistem, mekanisme, dan | 1. Pelaksanan mengumpulkan hasi] laporan |
prosedur bahan penyusunan risalah rapat
paripurna;
2. Pelaksanan mengetik naskah hasil rapat
paripurna;
3. Kasubbag Risalah Mengkonsultasikan
hasil ketikan naskah rapat Paripurna
3 DPRD Kabupaten Pati:
' 4. Kabag Persidangan  mengoreksi  dan
: memarap naskah hasil Rapat Paripurna
r yang sudah diketik;
‘ 5. Sekwan memeriksa dan menandatangani
' Naskah hasil Rapat Paripurna,
6. Kasubbag Risalah Menggandakan
laporan risalah paripurna DPRD
Kabupaten Pati.
3 | Jangka waktu - 10 hari pengumpulan, mengetik dan
pelayanan penandatangan berkas;
4 Biaya / Tarif - S
5 Produk pelayanan - Terlaksananya penyusunan risalah
| ___paripurna.
6 Penanganan pengaduan | - datang langsung
dan saran - kotak pengaduan
-__email pada setwankabpati@gmail.com
7 Waktu pelayanan Sernin - kamis (07.15 - 14.15 WIB)
Jum’at (07.15-11.15 WIR)
| Sabtu (07.15 - 12.45 WIB)

{ | KOMPONEN MANUFACTUBIN"GWD_ELIVERY

Komponen Standart pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di
internal organisasi (Manufacturing)

1

Dasar Hukum

a.

b.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12
Tahun 2018. Pedoman Penyusunan Tata |
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, Kabupaten, dan Kota; |
Peraturan Bupati Pati No. 83 tahun




2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Setwan
DPRD Pati

2 ’ Sarana, prasarana dan | - Komputer dan ATK
-/ fasilitas - Meja kursi

.- Filing Kabinet

3 | Kompetensi Pelaksana Pengetahuan tentang aturan tata naskah

4 Pengawasan Internal i Kepala Subbag Risalah dan protokol

- Kepala Persidangan dan Risalah

- Sekretaris DPRD

S | Jumlah Pelaksana 1 orang kasubbag Keprotokolan dan Risalah
1 orang pelaksana

6 | Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan i
Pakta integritas
Motto kerja

7 Jaminan keamanan dan Pegawai yang kompeten
keselamatan pelayanan - o - 'y
8 | Evaluasi kinerja Menyesuikan perubahan peraturan
pelaksana | perundang-undangan yang berlaku

WL




'16. STANDAR PELAYANAN RESES ANGGOTA DPRD KABUPATEN PATI

pelayanan (service delivery).

Komponen Standar Pelayanan terkait den

gan proses penyampaian

KOMPONEN SEVICE DELIVERY

| prosedur

1 Persyaratan Berkas Reses; .
Jadwal Kegiatan DPRD .
2 | Sistem, mekanisme, dan | 1. Kasubag Humas dan Protokol

Menyiapkan perlengkapan pelaksanaan
reses dan menyampaikan kesiapan

kelengkapan pelaksanaan reses ke kabag;

. Kabag memeriksa kelengxkapan

pelaksanaan reses. Jika lengkap maka
disampaikan ke Sekwan Jika belum
maka dikembalikan ke Kasubbag untulk

dilengkapi; '

. Sekwan memeriksu kelengkapan

pelaksanaan reses. Jika lengkap maka
disampaikan ke Pimp. Dewan. Jika
belum maka dikembalikan ke Kabag
untuk dilengkapi;

. Memeriksa kelengkapan pelaksanaan

reses. Jika lengkap ditetapkan

penjadwalan reses dan disampaikan ke

Anggota Dewan. Jika belun lengkap

maka dikembalikan ke Sekwan untuls

dilengkapi;

Anggota DPRD melaksanakan Reses:
Pelaksanan di Setwan membuat laporan
hasil reses dan menvampaikan ke

Kasubbag utk diverifikasi:

. Kasubbag Humas memverifikasi laporan

reses. Jika telah sesuai maka akan
didokumentasikan oleh Stal. Jika ada

koreksi dikembalikan ke anggota dewan:

. Kasubbag Humas Mendokumentasikan

laporan reses.

LV Jangka waktu

4 hari penyiapan berkas;




E pelayanan
i

penandatangan berkas.

N

‘Senin - kamis (07.15 - 14.15 WIB)
| Jum’at (07.15 - 11.15 WIB)
Sabtu (07.15 - 12.45 WIB)_

.

. - S hari untuk pengumpulan, mengetik dan

ed

4 | Biaya / Tarif |-
5 ' Produk pelayanan T- I‘trlaﬁanén_ya fasilitasi Reses Anggola
| ____DPRD
6 | Penanganan pengaduan | - datang langsung
| dan saran i - kotak pengaduan
I _-_email pada setwankabpati@gmail com
7 | Waktu pelayanan [
‘ l

|
|
1
|

Komponen Standart pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di
internal organisasi (Manufacturing)

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY I

1 Dasar Hukum a. UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyarawatan Rakyut, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
| Daerah;
| b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12
I Tahun 2018. Pedoman Penyusunan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
¢. Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun
2017. Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. iyl
2 Sarana, prasarana dan | - Komputer dan ATK
/ fasilitas - Meja kursi
- Filing Kabinet
3 Kompetensi Pelaksana Pengetehuan tentang fasilitasi administrasi
dan keuangan DPRD
4 Pengawasan Internal - Kepala Subbag Humas dan Publikasi
- Kepala Bagian Perundang-undangan dan
Humas
- Sekretaris DPRD
5 | Jumlah Pelaksana 1 orang kasubbag Humas
S5 orang pelaksana
6 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelavanan
Pakta integritas
| Motto kerja
7 Jaminan keamanan dan | Pegawai yang kompeten
keselamatan pelayanan L _______________
8 Evaluasi kinerja ‘

pelaksana !

perundang-undangan yang berlaku

peraturan



17. STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Komponen Standar Pelayanan terkait

| dengan proses penyampais n
' pelayanan (service delivery).

 KOMPONEN SEVICE DELIVERY e ]
1 | Persyaratan ;T._Sugat permohonan dari p1hak terkait [
Kasubag Humas dan Protokol menerima

2 | Sistem, mekanisme, dan | i,

eend

\ |
| prosedur : disposisi dari Sekretaris DPRD;
| | 2. Menyiapkan bahan yang diminta dan
| diperiksa  apakah  termasuk informasi
| public atau tidak;
' 3. Menyampaikan bahan / data informasi
. i et .
‘1 yang diminta kepada pihak  yang
. berkepentingan’
3 | Jangka waktu |- 1-2 han e T e
| pelayanan =
4 | Biaya / Tarif - s . g
5 Produk pelayanan - Terpenuhinya informasi yang dibutuhkan
g | _dan publikasi DPRD
6 | Penanganan pengaduan | - datang langsung
dan saran - kotak pengaduan
- email pada setwankabpati@gmail.con i
7 Waktu pelayanan Senin - kamis (07.15 - 14.15 WIB)
Jum’at (07.15-11.15 WIB)
Sabtu (07.15 - 12.45 WIB)

Komponen Standart pelayanan terkait den

internal organisasi (Manufacturing)

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY g
1 Dasar Hukum

gan proses pengelolaan pelayanan di

a. UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyarawatan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah;

b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12
Tahun 2018. Pedoman Penyusunan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

c. Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun
2017. Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

2 Sarana, prasarana dan | - Komputer dan ATK e
/ fasilitas - Meja kurs1‘
|- Filing Kabinet WCS - X, r =
3 Kompetensi Pelaksana Pengetahuan tentang keterbukaan informasi

| publik




l
|

Pengawasan Internal

- Kepala Subbag Humas dan Publikasi ~ \

- Kepala Bagian Perundang-undangan dan
Humas

- Sekretaris DPRD

Jumlah Pelaksana

1 orang kasubbag Humas
S orang pelaksana

Jaminan Pelayanan

Maklumat Pelayanan
Pakta integritas
Motto ketja

Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan

Pegawai yang kompeten

Evaluasi kinerja
pelaksana

Menyesuikan peraturan

perubahan

lperundang—undangan yang berlaku




18. STANDAR PELAYANAN RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD

Komponen Standar Pela

yanan terkait dengan proses peny
pelayanan (service delivery).

ampaian

KOMPONEN SEVICE DELIVERY — ~

1 | Persyaratan ' 1. Jadwal kegiatan sebelumnya |
;‘ | 2. Perintah / Instruksi dari  Pimpinan
;‘ | DPRD ]
2 | Sistem, mekanisme, dan ]?1. Kasubag Persidangan menerima
| prosedur i disposisi dari Sekretaris DPRD terkait
| penjadwalan kegiatan DPRD:

2. Kasubag Persidangan menyiapkan
| i bahan / konsep rancangan jadwal
kegiatan pada kurun waktu 1 bulan
; mendatang;
|
P 3. Membuat surat undangan  rapat
i Banmusy;,

! 4.  Mendaftar absensi Anggota Banmusy
!

| pada buku absensi, Menghubungi
i

! Pimpinan dan Anggota Banmu sy

‘ 5.  Melaksanakan rapat Banmusy dengan
5 ! beberapa keputusan:

#6. Menyusun konsep notulen dan
! keputusan badan musyawarah tentang
| |

i jadwal kegiatan DPRD,

;7. Membuat dokumenpelaporan kegiatan

!

} sesuai ketentuan peraturan perundan g

| = undangan yang berlaku.

3 Jangka waktu T te 1-0 Rad o - i
' pelayanan
<4 Biaya / Tarif -
b Produk pelayanan - Terselenggarakanya rapat Banmusy
sesuai ketentuan yang berlaku. f e |
6 | Penanganan pengaduan | - Jdatang langsung
| dan saran - kotak pengaduan
- _email pada setwankabpatiwgmail.com Lt
) Waktu pelayanan Senin - kamis (07.15 - 14.15 WIB)
Jum’at (07.15-11.15 WIB)

| Sabtu (07.15 - 12.45 WIB)




Komponen Standart pelayanan terkait den
internal organisasi (Manufacturing)

' KOMPONEN MANUFACTURIN

G DELIVERY

a. UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyarawatan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

=

Daerah;

Rakyat Daerah.

b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12
Tahun 2018. Pedoman Penyusunan Tat
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

C. Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun
2017. Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

- Komputer dan ATK
- Meja kursi
|- Filing Kabinet

|

pokok serta fungsi DPRD

Pengetahuan tentang tata tertib dan tugas |

- Sekretaris DPRD

2 orang pelaksana

1 orang kasubbag Persidangan

Maklumat Pelayanan
Pakta integritas
Motto kerja

Pegawai yang kompeten

1 [Dasar Hukum

2 ’ Sarana, prasarana dan
/ fasilitas

3 | Kompetensi Pelaksana

<+ Pengawasan Internal

S | Jumlah Pelaksana _

6 |Jaminan Pelayanan

‘ 4 Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan )

8 Evaluasi kinerja

pelaksana

| Menyesuikan

perubahan
L perundang-undangan yang berlaku

peraturan

gan proses pengelolaan pelayanan di

|
i
i
|

- Kepala Bagian Persidangan dan Risalaah



19. STANDAR PELAYANAN FASILITASI RAPAT PARIPURNA DPRD

Komponen Standar
pelayanan (service delivery).

I_‘OMPONEN SEVICE DELIV ERY

: il o

| 2.

Pelayanan

. Persyaratan | 1,

terkait dengun proses penyampaian

Keputu san  Banmu s_\-" -
penjadwalan kegiatan

Perintah / Instruksi
DPRD

tentang

dari  Pimpinan

Sistem, mekanisme, dan
prosedur

1.

Kasubag Persidangan  menerimau
disposisi dari Sekretaris DPRD terkait
penjadwalan kegiatan DPRD;

Kasubbag Persidangan membuat surat
undangan rapat Paripurna;

Mendaftar absensi Anggota DPRD pada
buku absensi, Menghubungi Pimpinan
dan Anggota DPRD

Melaksanakan rapat Paripurna dengan
beberapa keputusan;

Menyusun konsep dan

notulen
keputusan rapat paripurna.

Membuat dokumen pelaporan kegiatan
sesuai ketentuan peraturan perundang

- undangan yang berlaku.

‘Jangka waktu
pelayanan

1-2 hari

Biaya / Tarif

| Produk pelayanan

Terselenggarakanya  rapat

paripurna
sesuai ketentuan yang berlaku.

Penanganan pengaduan
dan saran

datang langsung
kotak pengaduan
email pada setwankabpatiwgmail.com

Waktu pelayanan

Senin ~
Jum’at (07.15- 11.15 WIB)
Sabtu (07.15 - 12.45 WIB)

kamis (07.15 - 14.15 WIB)

Komponen Standart pelayanan terkait dengan proses pengelclaan pelavanan di

internal organisasi (Manufacturing)

| KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY I

' Dasar Hukum
!

1

la. Layanan Fasilitas Ra'}f)"cﬁ“i:"aii‘irjlu rma DPRD
| UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis

'i .~ Permusyarawatan Rakyat, Dewan

Lo e .. Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan




Daerah;

Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
c. Peraturan Pemerintah (PP) No. 18§

| Rakyat Daerah.

Sarana, prasarana dan |

/ fasilitas

Kompetensi Pelaksana

Pengawasan Internal

- Komputer dan ATK
- Meja kursi
| - Filing Kabinet

| pokok serta fungsi DPRD
| - Kepala Bagian Persidangan dan R
- Sekretaris DPRD

b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12
Tahun 2018. Pedoman Penyusunan Tata !
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |

Tahun

2017. Hak Keuangan dan Administratif :
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

| Pengetahuan tentan'gm tata tertib dan tugas |

isalaah

Jumlah Pelaksana

* 1 orang kasubbag Persidangan
|2 orang pelaksana

Jaminan Pelayanan

Maklumat Pelayanan
. Pakta integritas
Motto kerja

|

Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan

Pegawai yang kompeten

Evaluasi kinerja
pelaksana

Menyesuikan perubahan p
perundang-undangan yang berlaku

eraturan ;




20. STANDAR PELAYANAN FASILITASI RAPAT BADAN ANGGARAN DPRD

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery).

KOMPONEN SEVICE DELIVERY

i Persyaratan 1. Keputusan Banmusy tentan 7g“
penjadwalan kegiatan
2. Perintah / Instruksi dari Pimpinan
DPRD o ol
2 Sistem, mekanisme, dan | 1. Kasubag Persidangan menerima
prosedur disposisi dari Sekretaris DPRD terkait
penjadwalan kegiatan DPRD:;
2. Kasubbag Persidangan membuat surat
undangan rapat Badan Anggaran;
| 3. Mendaftar absensi Anggota Badan
| Anggaran DPRD pada buku absensi.
Menghubungi Pimpinan dan Anggota
‘ ‘ Badan Anggaran DPRD
E . 4. Melaksanakan rapat Badan Anggaran
} dengan beberapa keputusan;
l 5. Menyusun konsep notulen dan
j keputusan rapat Badan Anggaran.
6. Membuat dokumen pelaporan kegiatan
sesual ketentuan peraturan perundang
- undangan yang berlaku.
3 | Jangka waktu - 1-2 hari N
pelayanan _
4 | Biaya / Tarif - e e )
& Produk pelayanan - Terselenggarakanya rapat Badan
Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. |
6 Penanganan pengaduan | - datang langsung
dan saran - kotak pengaduan
-_email pada setwankabpati@gmail.com |
i Waktu pelayanan Senin - kamis (07.15 - 14.15 WIB)

' Jum'at (07.15 - 11.15 WIB)

___ | Sabtu (07.15 - 12.45 WIB)

Komponen Standart pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelavanan di
internal organisasi (Manufacturing)

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

1

Dasar Hukum

a.

UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyarawatan Rakyat, Dewan

e |
|
|



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah;

b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12
Tahun 2018. Pedoman Penyusunan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

¢. Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun
2017. Hak Keuangan dan Administratif

Rakyat Daerah.

Sarana, prasarana dan | - Komputer dan ATK
/ fasilitas - Meja kursi
- Filing Kabinet

pokok serta fungsi DPRD

|
-
Kompetensi Pelaksana Pengetahuan tentang tata tertib dan tugasi

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan |

Pakta integritas
Motto kerja

Jaminan keamanan dan | Pegawai yang kompeten

keselamatan pelayanan |

| pelaksana __perundang-undangan yang berlaku

Pengawasan Internal - Kepala Bagian Persidangan dan Risalaah I
- Sekretaris DPRD i
Jumlah Pelaksana 1 orang kasubbag Persidangan
' 2 orang pelaksana

Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan

| Evaluasi kinerja | Menyesuikan perubahan peraturan



21. STANDAR PELAYANAN FASILITA

DPRD

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan

pelayanan (service delivery).

SI RAPAT BADAN KEHORMATAN

pProses penyampaian

e | Sa

Komponen Standart pelayanan terka
internal organisasi (Manufacturing)

 KOMPONEN SEVICE DELIVERY ke ¥
1 Persyaratan 1. Keputusan Banmusy tentang
penjadwalan kegiatan DPRD
2. Perintah / Instruksi dari Pimpinan
PPRD
3. Perintah / Instruksi Ketua / Anggota
L M Badan Kehormatan s an e B L R
2 | Sistem, mekanisme, dan | 1. Kabag Perundang-undangan dan humas
| prosedur J menerima  disposisi dari Sekretaris
| | DPRD  terkait penjadwalan kegiatan
5 | DPRD dan atau perintah Pimpinan BI:
2. Kabag Perundang—undangan dan Humas
3 | membuat surat undangan rapat Badan
| Kehormatan:
E | 3. Mendaftar presensi  Anggota Badan
' : Kehormatan DPRD pada buku absensi,
| Menghubungi Pimpinan dan Anggota
| Badan Kehormatan DPRD
| | 4. Melaksanakan rapat Badan
! ! Kehormatan dengan beberap
L keputusan;
} ' 5. Menyusun konsep notulen dan
keputusan rapat Badan Kehormatan,
. | 6. Membuat dokumen pelaporan kegiatan
% l sesuai ketentuan peraturan perundang
; - undangan yang berlaku.
T Jangka waktu = 1 12 hari D i
pelayanan ‘
4 | Biaya / Tarif R |
5 Produk pelayanan - Terselenggarakanya rapat  Badan |
Kehormatan sesuai ketentuan yang
- berlaku. e ]
6 Penanganan pengaduan | - datang langsung
| dan saran - kotak pengaduan
| - _email pada setwankabpaticigmail.com e
7 | Waktu pelayanan | Senin — kamis (07.15 - 14.15 WIB)
| | Jum’at (07.15 - 11.15 WIB)

btu (07.15 - 12.45 wiB)

it dengan proses pengelolaan pelayanan di

LKOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY




Dasar Hukum

[ a. UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis

Permusyarawatan Rakyat, Dewan |
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah;

| b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12

Tahun 2018. Pedoman Penyusunan Tata i
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Provinsi, Kabupaten, dan Kota, |
c. Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun f
2017. Hak Keuangan dan Administratif |

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

| Sarana, prasarana dan
/ fasilitas

- Komputer dan ATK
- Meja kursi
- Filing Kabinet

Kompetensi Pelaksana

Pengetahuan tentang tata tertib dan tugas |
pokok serta fungsi DPRD '

Pengawasan Internal

- Sekretaris DPRD = 7 ‘5

J umlah Pelaksana

-
1 orang Kabag Perundang-undangan dan |

Humas

2 orang Kasubbag pada Bagian Perundang-
undangan dan Humas

3 orang pelaksana

Jaminan Pelayanan

Maklumat Pelayanan
Pakta integritas
Motto kerja

Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan

|

Pegawai yang kompeten

Evaluasi kinerja
pelaksana

|
[
|

e o8

Menyesuikan perubahan  peraturan |
perundang-undangan yang berlaku




